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ABSTRAK

Pasal 96 PP No. 18/2021 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas
milik adat wajib didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini disahkan. Apabila jangka waktu tersebut
berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku dan
hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Penelitian ini
berfokus pada alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang tidak berlaku
lagi, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada
pemegang hak tersebut. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini
bagaimana mekanisme kepemilikan tanah bekas milik adat dan status
hukum kepemilikan tanah bekas milik adat yang tidak didaftarkan
berdasarkan Pasal 96 PP No. 18/2021 serta perlindungan hukum
kepemilikan tanah bekas milik adat yang dibeli oleh perorangan dalam
perspektif kepastian hukum. Permasalahan ini mencerminkan adanya
konflik norma yang berpotensi melanggar prinsip dasar hak milik atas
tanah sebagai property rights, yang seharusnya dilindungi oleh hukum.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini
mengkaji penerapan norma hukum dalam hukum positif. Hasil Penelitian
ini menjelaskan bahwa status hukum tanah tetap diakui, namun menjadi
tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sehingga perlindungan
hukum yang dapat diberikan berupa prosedur pengakuan hak
memungkinkan pemilik tanah yang telah menguasai secara fisik lebih dari
20 tahun yang disaksikan dua orang saksi untuk mendaftarkan tanah
mereka dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik dan
dokumen pendukung. Jika memenuhi syarat, Kantor Pertanahan akan
menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Selanjutnya dengan judicial review terhadap PP No. 18/2021 yang
dianggap merugikan hak atas tanah bekas milik adat, untuk memastikan
hak-hak pemegang tanah tetap dilindungi. Kedua pendekatan ini bertujuan
untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pemegang
tanah bekas milik adat.

Kata Kunci: Tanah Bekas Milik Adat, Alat Bukti, Pendaftaran Tanah.
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ABSTRACT

Article 96 of Government Regulation No. 18/2021 explains that written
evidence of land formerly owned by customary law must be registered
within five (5) years from the enactment of this Government Regulation.
If this period expires, the written evidence of land formerly owned by
customary law becomes invalid and serves only as an indication for land
registration purposes. This study focuses on written evidence of land
formerly owned by customary law that is no longer valid, which may cause
legal uncertainty for the holders of such rights. The problem addressed in
this research is the mechanism of ownership of land formerly owned by
customary law and the legal status of land ownership that is not registered
based on Article 96 of Government Regulation No. 18/2021, as well as the
legal protection of land ownership formerly owned by customary law that
is purchased by individuals from the perspective of legal certainty. This
issue reflects a normative conflict that potentially violates the basic
principle of land ownership as property rights, which should be protected
by law. By using a normative legal research method, this study examines
the application of legal norms in positive law. The research findings
explain that the legal status of the land remains recognized but becomes
unclear and may lead to disputes. Therefore, the legal protection that can
be provided is in the form of a recognition procedure for rights, allowing
landowners who have physically controlled the land for more than 20
years, witnessed by two witnesses, to register their land by submitting a
statement of physical control and supporting documents. If the
requirements are met, the Land Office will issue a land rights certificate as
proof of legitimate ownership. Additionally, judicial review of
Government Regulation No. 18/2021 is necessary, as it is considered
detrimental to the rights over land formerly owned by customary law, to
ensure that the rights of landholders remain protected. These two
approaches aim to provide comprehensive legal protection for holders of
land formerly owned by customary law.

Keywords: Land Formerly Owned by Customary Law, Evidence, Land

Registration.
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